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Kajian mengenai viktimologi dalam sistem peradilan pidana Indonesia
selama ini masih didominasi oleh perspektif positivistik yang
menempatkan korban hanya sebagai pelengkap proses hukum, bukan
sebagai subjek utama perlindungan. Padahal, dalam praktik masyarakat
hukum adat di berbagai daerah di Indonesia, korban seringkali
memperoleh posisi sentral melalui mekanisme pemulihan berbasis
komunitas yang lebih humanis, restoratif, dan kontekstual. Artikel ini
menawarkan perspektif baru yang disebut Customary Victimology, yakni
pendekatan viktimologi yang mengintegrasikan nilai, praktik, dan
mekanisme adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional. Melalui
perspektif ini, perlindungan korban tidak hanya dipahami dalam
kerangka formal undang-undang, tetapi juga dalam dimensi sosial-
kultural yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode
hukum normatif dengan mengadopsi pendekatan undang-undang
(statute approach), konseptual (conceptual approach), dan komparatif
(comparative approach). Sifat riset ini adalah deskriptif-preskriptif,
dengan tujuan menggambarkan realitas perlindungan korban yang
masih lemah, sekaligus menawarkan solusi berbasis integrasi hukum
adat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Bahan dianalisis dengan
metode analisis isi (content analysis), untuk menafsirkan norma hukum
positif, teori viktimologi modern, serta praktik hukum adat di beberapa
yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif
Indonesia, khususnya melalui KUHAP dan peraturan perundang-
undangan sektoral, belum sepenuhnya memberikan ruang perlindungan
komprehensif bagi korban, terutama terkait pemulihan psikologis,
sosial, dan budaya. Sementara itu, dalam konteks hukum adat, terdapat
praktik penyelesaian sengketa pidana yang mengutamakan rekonsiliasi,
pengakuan kesalahan, dan pemulihan martabat korban. Perbandingan
dengan sistem hukum di negara lain juga memperlihatkan bahwa
pengakuan terhadap mekanisme adat dapat memperkuat efektivitas
perlindungan korban. Jadi, Customary Victimology dapat menjadi
perspektif baru yang relevan untuk merumuskan kebijakan hukum
pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban, sekaligus
selaras dengan karakter pluralisme hukum di Indonesia.
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1. PENDAHULUAN

Perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menjadi problematika serius yang
belum memperoleh perhatian optimal baik dari segi regulasi maupun praktik implementasi.[1] Meskipun Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar normatif, realitas
menunjukkan bahwa korban kerap kali hanya diposisikan sebagai “pelengkap” dalam proses hukum yang
didominasi oleh logika retributif dan fokus pada pelaku.[2] Hal ini sejalan dengan kritik viktimologi modern yang
menilai sistem peradilan pidana cenderung lebih mengutamakan kepentingan negara dan aparat penegak hukum
dibandingkan kepentingan korban. Dalam praktik peradilan, misalnya, keterangan korban lebih sering dijadikan
alat bukti daripada sebagai pintu masuk untuk memberikan pemulihan hak-hak korban.[3]

Di Indonesia, ketimpangan posisi korban dalam sistem hukum formal dapat ditunjukkan melalui data
yang dirilis oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
(KPAI). 3.877 pengaduan pelanggaran hak anak tercatat sepanjang 2023, terdiri dari 2.656 laporan langsung ke
kantor KPAI dan 1.221 laporan online. Dari total itu, 2.011 kasus terkait pemenuhan hak anak dan 1.866 kasus
perlindungan khusus anak. Khusus bidang pendidikan tercatat 329 kasus, dengan tiga aduan terbesar yakni anak
korban perundungan di sekolah tanpa laporan polisi, anak korban kebijakan pendidikan, dan anak korban
pemenuhan fasilitas pendidikan.[4] Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam lima
tahun terakhir, LPSK mencatat peningkatan signifikan permohonan perlindungan dan layanan, dengan tindak
pidana pencucian uang menempati urutan tertinggi lebih dari 6.500 permohonan, disusul kasus kekerasan seksual
terhadap anak sebanyak 2.495 permohonan, serta pelanggaran HAM berat sebanyak 2.448 permohonan, hanya
sekitar 60% yang dapat difasilitasi secara penuh karena keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan.[5]
Fakta ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya legislasi dan kelembagaan, perlindungan korban masih
berjalan parsial, fragmentaris, dan jauh dari kebutuhan riil korban.

Secara teoritik, kajian viktimologi telah berkembang dari paradigma klasik yang menempatkan korban
sebagai pihak pasif menjadi paradigma modern yang mengakui korban sebagai subjek hukum dengan hak-hak
yang harus dilindungi.[6] Namun, di Indonesia, perkembangan viktimologi masih sangat dipengaruhi oleh
paradigma positivistik hukum pidana yang rigid. Sistem peradilan pidana yang didasarkan pada Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 1981 misalnya, lebih menekankan pada prosedur formil daripada
substansi perlindungan korban. Padahal, viktimologi kontemporer menuntut hadirnya pendekatan yang lebih
humanis, partisipatif, dan kontekstual, di mana korban mendapatkan posisi sentral dalam proses peradilan pidana.

Keterbatasan sistem formal ini berbanding terbalik dengan praktik penyelesaian perkara dalam hukum
adat di berbagai daerah di Indonesia. Dalam masyarakat adat, korban seringkali mendapatkan posisi yang lebih
terhormat dan dilindungi melalui mekanisme penyelesaian berbasis komunitas. Contohnya, dalam masyarakat
Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, terdapat mekanisme hakok bahadat yang menekankan rekonsiliasi antara
korban dan pelaku dengan pemberian ganti rugi serta pemulihan kehormatan korban.[7] Di Bali, awig-awig adat
memuat ketentuan tentang denda adat (denda adat) yang tidak hanya membebankan sanksi pada pelaku, tetapi
juga memastikan pemulihan relasi sosial dengan korban.[8] Hal yang serupa juga dapat ditemukan dalam praktik
sasi di Maluku yang memberi ruang besar bagi masyarakat adat untuk menjaga keseimbangan relasi sosial
sekaligus mengakui penderitaan korban.[9]

Fenomena ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara hukum positif nasional dengan hukum
adat dalam memandang korban. Hukum positif menekankan aspek pembalasan terhadap pelaku, sedangkan
hukum adat lebih menekankan pada aspek pemulihan korban dan keseimbangan sosial. Perbedaan ini
memperlihatkan potensi pentingnya integrasi perspektif hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional
melalui suatu kerangka konseptual baru yang dapat disebut sebagai Customary Victimology.

Customary Victimology dimaksudkan sebagai paradigma viktimologi yang menggabungkan teori-teori
modern mengenai hak-hak korban dengan praktik-praktik adat yang hidup di tengah masyarakat. Konsep ini
berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia adalah negara dengan pluralisme hukum, di mana hukum adat memiliki
pengakuan konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan
bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat.[10] Dalam konteks
perlindungan korban, pengakuan terhadap hukum adat berarti membuka ruang bagi praktik penyelesaian berbasis
adat yang berorientasi pada pemulihan korban.

Sejumlah penelitian hukum dan viktimologi telah menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai lokal dalam
sistem peradilan pidana. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Muladi (2015) menekankan bahwa pendekatan
restoratif yang berbasis kearifan lokal dapat mengisi kekosongan hukum formal yang masih belum memadai
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dalam memberikan perlindungan korban. Demikian pula, laporan UNODC (United Nations Office on Drugs and
Crime) tahun 2021 menyatakan bahwa integrasi mekanisme adat dalam penyelesaian pidana di beberapa negara
Afrika dan Pasifik telah berhasil meningkatkan tingkat kepuasan korban sekaligus memperkuat kohesi sosial.
Temuan-temuan ini relevan untuk konteks Indonesia yang kaya dengan praktik hukum adat yang beragam.

Dalam konteks perbandingan internasional, sejumlah yurisdiksi telah mengakui pentingnya mekanisme
berbasis komunitas dalam perlindungan korban. Di Kanada, misalnya, Indigenous Justice Systems diakui sebagai
mekanisme alternatif yang sah dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum formal.[11] Hal ini terlihat dalam
program Gladue Reports yang memperhitungkan latar belakang sosial-budaya masyarakat adat dalam proses
peradilan. Sementara di Filipina, pengakuan terhadap barangay justice system memberi peran besar bagi
mekanisme adat dalam penyelesaian perkara pidana ringan, dengan fokus pada pemulihan korban dan rekonsiliasi
sosial. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap mekanisme adat tidak hanya kompatibel
dengan sistem hukum nasional, tetapi juga mampu memperkuat perlindungan korban.[12] Dengan demikian,
urgensi lahirnya Customary Victimology sebagai perspektif baru dalam perlindungan korban di Indonesia tidak
hanya didasarkan pada kekurangan hukum positif, tetapi juga pada potensi besar hukum adat yang selama ini
terpinggirkan. Lebih dari itu, pendekatan ini juga selaras dengan gagasan pluralisme hukum yang diakui
konstitusi, serta dengan paradigma viktimologi modern yang menekankan pentingnya pemulihan korban dalam
seluruh dimensi kehidupannya.

Pendekatan ini juga relevan untuk mengoreksi bias antroposentris dan formalistik dalam hukum pidana
Indonesia. Selama ini, perumusan hukum pidana lebih berorientasi pada pelaku dan kepentingan negara,
sedangkan kebutuhan korban baik secara psikologis, sosial, maupun budaya seringkali diabaikan. Melalui
Customary Victimology, perlindungan korban dapat dimaknai secara lebih luas, yakni sebagai upaya
mengembalikan keseimbangan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, sekaligus menghidupkan kembali
martabat korban yang sering terpinggirkan. Integrasi perspektif ini juga dapat memperkuat legitimasi sosial sistem
peradilan pidana nasional. Penelitian kriminologi menunjukkan bahwa sistem hukum yang gagal memberikan
ruang bagi nilai dan praktik lokal cenderung menghadapi resistensi sosial dan rendahnya kepatuhan masyarakat.
Hal ini terlihat dalam kasus-kasus kekerasan di Papua, Maluku, atau Kalimantan, di mana penyelesaian perkara
melalui mekanisme formal seringkali tidak diterima oleh komunitas lokal karena dianggap tidak adil bagi korban
maupun masyarakat. Sebaliknya, ketika mekanisme adat dilibatkan, proses penyelesaian seringkali lebih diterima
dan menghasilkan dampak yang lebih konstruktif bagi korban.

Selain itu, pendekatan Customary Victimology juga memiliki relevansi dalam konteks pembangunan
hukum nasional yang tengah diarahkan pada kodifikasi melalui KUHP 2023. Meskipun KUHP baru mengakui
hukum pidana adat pada Pasal 2, tetapi pengakuan ini belum diikuti dengan pengaturan hukum acara yang
memadai, khususnya dalam konteks perlindungan korban. Di sinilah konsep Customary Victimology dapat
berfungsi sebagai basis konseptual untuk mendorong perumusan aturan acara pidana yang lebih responsif terhadap
kebutuhan korban dan realitas pluralisme hukum. Kerangka berpikir ini sejalan dengan prinsip victim-centered
approach yang saat ini menjadi standar internasional dalam sistem peradilan pidana. PBB melalui Declaration of
Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985) telah menegaskan pentingnya
pemulihan korban melalui restitusi, kompensasi, dan layanan dukungan.[13] Namun, dalam konteks Indonesia,
implementasi prinsip ini masih lemah, terutama karena keterbatasan mekanisme formal dalam menjangkau aspek
sosial-budaya korban. Dengan mengintegrasikan mekanisme adat, pemulihan korban dapat dijalankan secara lebih
menyeluruh dan sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Lahirnya gagasan Customary Victimology juga
merupakan respons terhadap perkembangan teori hukum dan kriminologi yang semakin menekankan pada
paradigma pluralistik, interdisipliner, dan transformatif. Hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai
perangkat normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial yang plural. Dengan demikian,
perlindungan korban melalui perspektif ini tidak hanya merupakan kewajiban legal, tetapi juga merupakan
keharusan moral dan sosial dalam rangka membangun sistem hukum pidana yang lebih adil dan manusiawi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap
norma, asas, serta doktrin hukum yang berlaku.[14] Pemilihan metode normatif didasarkan pada tujuan penelitian,
yakni menganalisis bagaimana perlindungan korban diatur dalam sistem hukum positif Indonesia dan bagaimana
hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana.[15] Dengan demikian, penelitian ini lebih
menekankan pada studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta mengaitkannya dengan
teori viktimologi modern dan praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan
adalah deskriptif-preskriptif.[16] Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi perlindungan
korban dalam sistem hukum formal Indonesia yang masih dominan dengan paradigma positivistik dan belum
memberikan ruang perlindungan yang komprehensif. Sementara sifat preskriptif bertujuan untuk memberikan
tawaran solusi berupa konsep Customary Victimology, yaitu paradigma baru yang mengintegrasikan nilai, praktik,
dan mekanisme adat ke dalam kebijakan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka
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penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan. Pertama, pendekatan undang-undang
(statute approach), yaitu dengan menelaah regulasi yang berkaitan langsung dengan perlindungan korban, antara
lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta
ketentuan dalam KUHP 2023 yang mengakui eksistensi hukum pidana adat. Melalui pendekatan ini dapat
dianalisis sejaun mana hukum positif telah memberi jaminan perlindungan korban, dan di mana letak
kekurangannya. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk menelaah teori-
teori viktimologi, baik klasik maupun modern, serta konsep keadilan restoratif dan pluralisme hukum. Pendekatan
ini membantu peneliti dalam merumuskan landasan teoritik dari Customary Victimology, serta menjelaskan
mengapa paradigma viktimologi berbasis adat relevan untuk memperkuat perlindungan korban di Indonesia.
Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach), yakni dengan membandingkan praktik perlindungan
korban dalam konteks hukum adat di Indonesia dengan praktik di negara lain yang telah mengakui mekanisme
adat atau berbasis komunitas, seperti Kanada dengan Indigenous Justice Systems atau Filipina dengan barangay
justice system. Pendekatan ini berguna untuk melihat sejauh mana pengakuan terhadap mekanisme adat dapat
memperkuat sistem hukum nasional dalam melindungi korban. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen internasional seperti Declaration of Basic Principles of
Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985). Bahan hukum sekunder meliputi literatur viktimologi,
karya akademik, jurnal hukum, serta laporan lembaga seperti LPSK, KPAI, dan UNODC. Sedangkan bahan
hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks bibliografi yang relevan. Teknik pengumpulan
bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (library research). Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian
diklasifikasikan berdasarkan topik, relevansi, dan keterkaitannya dengan isu perlindungan korban dan hukum
adat. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar normatif, konseptual,
dan empiris yang kuat. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (content
analysis).[17] Metode ini digunakan untuk menafsirkan teks hukum, doktrin, dan praktik hukum adat, dengan
cara mengidentifikasi prinsip, nilai, serta makna yang terkandung di dalamnya. Analisis isi memungkinkan
peneliti untuk menemukan hubungan antara norma hukum positif dengan nilai-nilai adat yang hidup, sekaligus
memberikan dasar konseptual bagi perumusan Customary Victimology sebagai perspektif baru perlindungan
korban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dominasi Paradigma Positivistik dan Keterpinggiran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana
Indonesia

Paradigma positivistik dalam hukum pidana Indonesia berakar pada tradisi hukum kontinental yang
diwarisi sejak kolonial Belanda.[18] Positivisme hukum menekankan kepastian norma dan prosedur formal
sebagai jalan utama menuju keadilan.[19] Dalam logika ini, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran
terhadap negara dan ketertiban umum, bukan terutama sebagai peristiwa yang menimbulkan penderitaan
individual maupun kolektif bagi korban. Posisi korban direduksi menjadi instrumen pembuktian “saksi korban”
alih-alih subjek hukum dengan hak otonom untuk memperoleh pemulihan. Orientasi inilah yang melahirkan
sistem peradilan pidana yang lebih sensitif terhadap aspek proof (pembuktian kesalahan pelaku) ketimbang aspek
healing (pemulihan korban).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 1981 menjadi contoh konkret bagaimana
paradigma positivistik terinstitusionalisasi. KUHAP mendesain proses peradilan sebagai kontestasi antara negara,
yang diwakili penuntut umum, dengan terdakwa. Korban tidak memiliki standing sebagai pihak yang berperkara.
Perannya berhenti pada tahap pelaporan dan pemberian kesaksian di persidangan. Tidak ada ketentuan yang secara
eksplisit memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan victim impact statement ataupun mempengaruhi proses
sentencing. Posisi korban hanya diakui dalam kerangka alat bukti, bukan sebagai subjek pemulihan. Hal ini sejalan
dengan kritik viktimologi modern yang menyebut sistem hukum pidana konvensional sebagai “offender-oriented
system” yang melupakan penderitaan korban.

RUU KUHAP 2025 memang mengintroduksi beberapa istilah baru yang menunjukkan kesadaran
terhadap keberadaan korban. Pasal 1 angka 41 misalnya mendefinisikan korban sebagai “seseorang yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
Definisi ini penting secara konseptual karena menggeser pemahaman korban tidak hanya sebagai saksi, melainkan
entitas dengan penderitaan multidimensi. Namun, problem muncul karena kedudukan Kkorban tetap tidak
memperoleh peran aktif dalam struktur peradilan. Dalam sebagian besar norma, korban tetap diposisikan sebagai
pihak yang melaporkan, menjadi saksi, atau sekadar penerima informasi ketika penyidikan dihentikan. Dengan
demikian, meskipun RUU KUHAP menawarkan terminologi baru, ia belum cukup mendobrak dominasi
paradigma positivistik yang menomorduakan kepentingan korban.
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Perspektif viktimologi klasik menegaskan bahwa sistem pidana modern mengalami victim
marginalization. Dalam kajian viktimologi klasik, Hans von Hentig melalui karyanya The Criminal and His
Victim (1948) menekankan adanya hubungan erat antara pelaku dan korban, seraya mengingatkan bahwa korban
kerap diposisikan hanya sebagai objek dalam proses pidana, bukan sebagai subjek yang memiliki kepentingan
hukum. la memperkenalkan konsep victim'’s contribution, yakni peran tertentu korban dalam dinamika terjadinya
kejahatan, meskipun gagasan ini juga menimbulkan perdebatan serius karena berpotensi melahirkan praktik victim
blaming. Sementara itu, Benjamin Mendelsohn, yang dikenal sebagai the father of victimology, pada 1950-an
mengembangkan Klasifikasi korban berdasarkan tingkat keterlibatan dan kerentanannya.[20] Melalui
pemikirannya, Mendelsohn mengkritik hukum pidana konvensional yang dinilai terlalu berorientasi pada pelaku
(offender-oriented) sehingga mengabaikan penderitaan dan kebutuhan korban, baik dalam aspek pemulihan,
restitusi, maupun perlindungan.[21] Fokus sistem adalah pada negara versus pelaku, sementara korban kehilangan
haknya untuk menentukan arah penyelesaian perkara. Keterpinggiran ini juga terjadi di Indonesia. Misalnya,
ketika penuntut umum memutuskan penghentian perkara demi kepentingan umum, korban tidak memiliki ruang
formal untuk menolak atau berargumentasi. Posisinya hanya sebagai penonton dari suatu proses yang langsung
menyentuh kehidupan pribadinya.

Bias positivistik juga tampak dalam arsitektur hak restitusi dan kompensasi. Secara normatif, KUHP
2023 memang telah mengenal restitusi dalam bentuk ganti rugi sebagai bagian dari pidana tambahan. Hal ini
secara tegas diatur dalam Pasal 66 huruf d yang menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pembayaran
ganti rugi. Selanjutnya, Pasal 94 menegaskan bahwa dalam putusan pengadilan, hakim dapat menetapkan
kewajiban terpidana untuk membayar ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya. Jika kewajiban tersebut tidak
dilaksanakan, maka berlaku mekanisme pelaksanaan pidana denda secara mutatis mutandis. Dengan konstruksi
demikian, tampak bahwa restitusi korban diposisikan bukan sebagai hak otonom yang dapat langsung ditagih oleh
korban, melainkan hanya bergantung pada keputusan hakim dalam kerangka pidana tambahan. Skema ini
menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban masih sangat terikat pada logika putusan pidana dan belum
sepenuhnya menempatkan korban sebagai subjek utama dengan hak prosedural yang kuat. Dari perspektif
viktimologi, pengaturan tersebut cenderung mempertahankan orientasi offender-oriented alih-alih menggeser
perhatian hukum pidana ke arah kebutuhan pemulihan korban. Namun, mekanisme tersebut sangat prosedural,
mensyaratkan korban atau ahli waris mengajukan permohonan melalui proses peradilan. Beban administratif yang
berat sering membuat korban tidak mampu mengakses haknya. Apalagi restitusi hanya diberikan jika pelaku
dinyatakan bersalah dan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Proses ini dapat memakan waktu bertahun-tahun,
sehingga pemulihan korban tertunda dan tidak jarang kehilangan relevansinya.

Keterbatasan lain yang sangat menonjol adalah minimnya perhatian terhadap aspek pemulihan non-
ekonomi bagi korban. Baik KUHP maupun RUU KUHAP belum merumuskan perangkat hukum yang memadai
untuk menjamin rehabilitasi psikologis dan sosial korban tindak pidana. Padahal, berbagai kajian viktimologi
menegaskan bahwa penderitaan korban justru lebih banyak terletak pada luka batin, trauma mendalam, hilangnya
rasa aman, hingga hancurnya martabat sosial di lingkungan sekitarnya. Kerugian semacam ini tidak bisa
dipulihkan hanya dengan kompensasi finansial atau restitusi materiil, melainkan membutuhkan mekanisme
pemulihan yang lebih holistik, seperti konseling psikologis, dukungan sosial, serta rekonstruksi relasi kultural dan
komunitas. Absennya instrumen hukum formal untuk menjawab kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa sistem
hukum masih terjebak dalam paradigma ekonomis dan legalistik, di mana penderitaan korban direduksi menjadi
angka atau nilai ganti rugi. Akibatnya, kebutuhan riil korban yang berkaitan dengan pemulihan martabat,
keberlanjutan hidup, dan reintegrasi sosial masih diabaikan dalam kerangka hukum pidana nasional.

Selain itu, regulasi sektoral seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban memang telah memberikan dasar hukum penting bagi perlindungan korban. Namun, fokus
perlindungan yang diberikan masih terbatas pada aspek fisik dan hukum, seperti penyediaan jaminan keamanan,
perlindungan identitas, dan pemberian kompensasi dalam ruang lingkup tertentu.[22] Perlindungan ini, meskipun
signifikan, pada praktiknya cenderung bersifat parsial dan belum mampu menghadirkan pendekatan yang
komprehensif terhadap kebutuhan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai pelaksana
mandat tersebut juga menghadapi berbagai kendala struktural, terutama dari sisi anggaran, sumber daya manusia,
serta keterbatasan mekanisme operasional.[23] Laporan tahunan LPSK bahkan secara eksplisit menunjukkan
adanya keterbatasan dalam menjawab seluruh permohonan perlindungan, sehingga banyak korban yang tidak
dapat memperoleh akses penuh terhadap hak-haknya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perlindungan korban
masih ditempatkan pada posisi sekunder dalam arsitektur sistem peradilan pidana, seolah-olah menjadi pelengkap
dari proses yang tetap berpusat pada pelaku dan penegakan hukum retributif.

Dominasi paradigma positivistik juga tampak jelas dalam relasi yang timpang antara korban dan aparat
penegak hukum. Dalam praktiknya, korban sering kali tidak memiliki ruang yang memadai untuk mengawasi
jalannya proses penyidikan maupun penuntutan. KUHAP maupun RUU KUHAP memang mengatur adanya
mekanisme praperadilan, namun instrumen ini lebih berorientasi pada pengawasan terhadap tindakan aparat dalam
kaitannya dengan tersangka atau terdakwa, bukan pada perlindungan dan partisipasi korban. Dengan kata lain,
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posisi korban nyaris tidak menjadi fokus utama dalam desain mekanisme kontrol tersebut. Korban hanya diberi
kesempatan terbatas, misalnya untuk mengajukan keberatan terhadap penghentian penyidikan, dan itupun
mensyaratkan pengetahuan hukum serta kapasitas sumber daya yang sering kali tidak dimiliki oleh korban biasa.
Kompleksitas prosedural serta biaya yang tidak sedikit semakin mempersempit akses korban untuk benar-benar
menggunakan mekanisme tersebut. Akibatnya, akses korban terhadap keadilan prosedural dibatasi secara
struktural dan semakin mempertegas ketidaksetaraan posisi korban dalam sistem peradilan pidana yang lebih
menekankan kepentingan negara dan pelaku ketimbang kebutuhan pemulihan korban.

Keterpinggiran korban semakin tampak nyata ketika perkara yang muncul memiliki dimensi kultural atau
kolektif, seperti tindak pidana lingkungan hidup, pelanggaran hak masyarakat adat, maupun konflik sosial yang
merusak struktur komunitas. Dalam konteks ini, penderitaan korban tidak hanya berhenti pada kerugian individual
yang bersifat material, melainkan juga bersifat kolektif, hilangnya sumber penghidupan yang ditopang oleh
ekosistem, hancurnya identitas budaya yang berakar pada tanah dan tradisi, serta terjadinya disintegrasi sosial di
tengah komunitas. Sayangnya, baik KUHP maupun RUU KUHAP belum menyediakan kerangka hukum yang
mengakui kerugian kultural dan kolektif sebagai dasar pemulihan. Sistem hukum hanya mengenali bentuk
kerugian individual yang dapat diukur, diverifikasi, dan dibuktikan melalui instrumen formal yang kaku.
Akibatnya, komunitas korban yang kehilangan martabat, solidaritas, dan relasi sosial tidak memiliki jalur hukum
untuk menuntut pemulihan yang sesuai dengan realitas penderitaan mereka. Kondisi ini sekali lagi
memperlihatkan betapa paradigma positivistik dalam hukum pidana Indonesia masih sempit dan reduktif, karena
mengabaikan dimensi kultural dan kolektif yang esensial bagi keadilan substantif.

Secara teoritik, apa yang terjadi di Indonesia dapat dipahami melalui konsep “secondary victimization”
yang dikemukakan dalam viktimologi modern. Secondary victimization merujuk pada penderitaan tambahan yang
dialami korban akibat respons sistem peradilan yang tidak sensitif terhadap kebutuhan mereka.[24] Korban yang
datang ke pengadilan untuk mencari keadilan justru mengalami reviktimisasi: mereka diinterogasi berulang kali,
dipaksa membuktikan penderitaannya dengan standar bukti yang tinggi, dan sering diabaikan dalam pengambilan
keputusan. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan memperburuk trauma korban.[25]

Kritik juga muncul dari perspektif keadilan restoratif. Teori restoratif, seperti yang dikembangkan
Howard Zehr, menekankan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap hubungan, bukan hanya pelanggaran
hukum. Dengan demikian, pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial harus menjadi inti penyelesaian perkara.
Namun, dalam sistem hukum Indonesia yang berbasis positivistik, gagasan restoratif masih bersifat marginal.
RUU KUHAP secara tegas mengatur mekanisme keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana
di luar pengadilan.

Tabel 1. Mekanisme Keadilan Restoratif dalam RUU KUHAP (Pasal 74-80)

Pasal Isi Pengaturan Keterangan
Pasal 74 Mekanisme keadilan restoratif dilakukan melalui penyelesaian Menegaskan ruang
perkara di luar pengadilan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan lingkup penerapan
penuntutan. keadilan restoratif.
Pasal 75 Syarat penyelesaian: (a) pelaku baru pertama kali melakukan tindak Syarat kumulatif yang
pidana; (b) telah dilakukan pemulihan keadaan semula oleh pelaku; harus dipenuhi.
(c) adanya kesepakatan perdamaian dengan korban.
Pasal 76 Penyelesaian dapat dilakukan melalui permohonan pelaku/korban Memberikan legitimasi
atau penawaran dari penyidik/penuntut umum, dengan syarat tanpa formal dan menjamin
paksaan atau intimidasi. kesukarelaan.
Pasal 77 | Pengecualian: tidak berlaku untuk perkara tertentu, seperti terorisme, Membatasi penerapan
korupsi, narkotika (kecuali pengguna), tindak pidana terhadap nyawa, agar tidak
tindak pidana dengan ancaman > 5 tahun, tindak pidana dengan disalahgunakan.
minimum khusus, dan tindak pidana tertentu yang membahayakan
masyarakat.
Pasal 78 Kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan harus Menjamin legalitas
dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh pelaku, kesepakatan
korban, dan penyidik/penyelidik. Surat ini menjadi dasar penghentian perdamaian.
penyidikan/penyelidikan.
Pasal 79 Surat penghentian penyidikan harus disampaikan kepada hakim Ada kontrol yudisial
paling lama 3 hari untuk mendapat penetapan. atas penghentian
perkara.
Pasal 80 Tata cara teknis penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif Menegaskan pentingnya
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. aturan pelaksana.

Sumber: Draf RUU KUHAP 2025
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Hal ini tercantum dalam Bab IV Pasal 74 sampai dengan Pasal 80 yang memuat prinsip, syarat,
pengecualian, dan tata cara pelaksanaannya. Pasal 74 menyebutkan bahwa keadilan restoratif dilaksanakan pada
tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Pasal 75 menetapkan syarat utama, yakni pelaku baru
pertama kali melakukan tindak pidana, adanya pemulihan keadaan semula, serta adanya kesepakatan perdamaian
dengan korban. Selanjutnya, Pasal 76 membuka ruang bagi penyelesaian perkara atas permohonan pelaku atau
korban maupun penawaran dari aparat penegak hukum, dengan syarat tanpa tekanan atau intimidasi. Namun
demikian, Pasal 77 menegaskan sejumlah pengecualian, misalnya perkara terorisme, korupsi, narkotika (kecuali
pengguna), tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, tindak pidana terhadap nyawa, serta tindak
pidana dengan minimum khusus. Lebih lanjut, Pasal 78 dan Pasal 79 mengatur bahwa kesepakatan perdamaian
harus dibuktikan dengan surat yang ditandatangani para pihak, menjadi dasar penghentian penyidikan atau
penyelidikan, dan wajib diajukan kepada hakim untuk memperoleh penetapan. Pasal 80 menyatakan bahwa tata
cara teknis penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Akan tetapi, ruang lingkupnya sangat terbatas, hanya untuk tindak pidana tertentu dan dengan syarat administratif
yang ketat. Artinya, restoratif masih dianggap pengecualian, bukan paradigma utama.

Dominasi paradigma positivistik tidak hanya persoalan normatif, tetapi juga mencerminkan budaya
hukum. Aparat penegak hukum dibentuk dalam tradisi formalistik yang mengutamakan hierarki prosedur, bukan
empati terhadap korban. Budaya ini melahirkan praktik peradilan yang kaku dan birokratis. Korban sering
diperlakukan dengan cara yang tidak ramah: dipaksa menunggu berjam-jam untuk memberi kesaksian, mengalami
pertanyaan yang berulang-ulang, bahkan kadang mendapat perlakuan intimidatif. Situasi ini menunjukkan bahwa
problem Kketerpinggiran korban bukan hanya berasal dari regulasi, tetapi juga dari mentalitas aparat yang masih
terjebak dalam logika positivistik. Dengan semua gambaran di atas, dapat ditegaskan bahwa dominasi paradigma
positivistik dalam hukum pidana Indonesia berimplikasi langsung pada keterpinggiran korban. KUHP 2023 dan
RUU KUHAP 2025 memang menunjukkan geliat reformasi dengan mengenalkan definisi korban, mekanisme
restitusi, dan ruang terbatas untuk keadilan restoratif. Namun, desain besar sistem peradilan pidana masih
menempatkan negara dan pelaku sebagai pusat perhatian, sementara korban tetap berada di pinggiran arena
hukum. Pemulihan psikologis, sosial, dan kultural belum diakomodasi secara memadai. Teori viktimologi
modern, konsep secondary victimization, serta paradigma keadilan restoratif memberikan lensa kritis untuk
menunjukkan betapa sistem peradilan pidana Indonesia masih jauh dari responsif terhadap kebutuhan riil
korban.[25]

2. Peran Hukum Adat dalam Memulihkan Korban: Praktik Rekonsiliasi, Restitusi, dan Martabat Sosial

Dalam konteks hukum adat Indonesia, posisi korban menempati kedudukan sentral yang jauh lebih
diutamakan dibandingkan dengan sistem hukum pidana positif yang berorientasi pada negara. Hukum adat
memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma abstrak, tetapi sebagai gangguan
terhadap keseimbangan sosial yang harus segera dipulihkan.[26] Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian adat
menempatkan korban dan keluarganya sebagai subjek utama yang harus dipulihkan martabatnya, dihormati
haknya, serta direkonsiliasi dengan pelaku dan komunitas.[27] Perspektif ini berbeda secara mendasar dari logika
retributif dalam hukum formal yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Masyarakat adat di Indonesia
mengenal beragam mekanisme rekonsiliasi yang berakar pada nilai kebersamaan, gotong royong, dan harmoni.
Misalnya, masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memiliki praktik hakok bahadat, yaitu proses
musyawarah yang mempertemukan korban, pelaku, dan tetua adat untuk mencari penyelesaian yang adil. Korban
diberikan kesempatan untuk menyampaikan penderitaannya, sementara pelaku diwajibkan mengakui
kesalahannya.[28] Bentuk pemulihan biasanya berupa ganti rugi materiil, ritual permintaan maaf, dan kewajiban
adat tertentu untuk memulihkan kehormatan korban. Proses ini tidak berhenti pada penghukuman, melainkan
menekankan rekonsiliasi sosial agar korban merasa dipulihkan secara utuh.

Praktik serupa juga ditemukan dalam masyarakat adat Bali melalui awig-awig atau aturan adat desa
pakraman. Dalam kasus kekerasan atau pelanggaran norma, pelaku diwajibkan membayar denda adat (sering
disebut denda ayahan desa) yang kemudian dipergunakan untuk membantu korban. Selain itu, pelaku seringkali
diwajibkan untuk melakukan semeton atau permintaan maaf secara ritual kepada korban dan keluarganya. Tujuan
utama bukan sekadar menghukum pelaku, tetapi mengembalikan keharmonisan relasi sosial yang terganggu.
Dalam konteks ini, korban memperoleh pemulihan martabat melalui pengakuan kesalahan pelaku dan penerimaan
komunitas bahwa penderitaan yang dialaminya sah dan perlu diperhatikan.[29]

Di Maluku, praktik sasi adat juga memperlihatkan mekanisme perlindungan kolektif. Ketika terjadi
pelanggaran, komunitas adat tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan ekologis dan
sosial yang rusak. Misalnya, jika korban mengalami kerugian karena pelanggaran sasi (seperti penangkapan ikan
di wilayah larangan), pelaku diwajibkan memberikan kompensasi kepada korban sekaligus melakukan ritual adat
untuk mengembalikan harmoni dengan alam.[30] Di sini, pemulihan korban tidak bisa dilepaskan dari pemulihan
komunitas, sehingga hukum adat menghadirkan model perlindungan yang lebih luas daripada hukum formal.
Secara teoritik, peran hukum adat ini dapat dianalisis melalui perspektif viktimologi kritis dan teori keadilan
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restoratif. Viktimologi kritis menolak pandangan sempit yang melihat korban hanya sebagai saksi, melainkan
menekankan bahwa korban adalah entitas yang memiliki pengalaman sosial, politik, dan kultural. Hukum adat,
dengan mekanisme rekonsiliasi dan restitusi, mengafirmasi posisi ini. Korban diberi ruang untuk menyuarakan
penderitaannya, menentukan bentuk pemulihan yang dianggap adil, dan berpartisipasi aktif dalam proses
penyelesaian. Inilah yang disebut oleh Howard Zehr sebagai victim-centered justice, yaitu keadilan yang berpusat
pada korban.

Selain rekonsiliasi, restitusi dalam hukum adat tidak sekadar dihitung secara ekonomis. Restitusi adat
sering kali mencakup simbol-simbol kultural yang bermakna lebih dalam. Misalnya, dalam komunitas Batak Toba
dikenal praktik somba marhula-hula di mana pelaku harus memberikan ulos atau hewan tertentu kepada keluarga
korban sebagai tanda penghormatan dan pemulihan martabat.[31] Dalam masyarakat Bugis, dikenal konsep siri’
na pacce yang menuntut pelaku untuk mengembalikan harga diri korban melalui tindakan nyata dan simbolis.[32]
Restitusi di sini tidak sekadar kompensasi materi, melainkan instrumen untuk mengembalikan kehormatan korban
yang tercoreng akibat tindak pidana. Martabat sosial korban merupakan dimensi penting yang sering diabaikan
dalam hukum formal, tetapi menjadi fokus utama dalam hukum adat. Bagi masyarakat adat, kehilangan martabat
sama seriusnya dengan kehilangan harta benda. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang mencederai korban
harus diikuti dengan pemulihan simbolis, misalnya melalui ritual adat, pernyataan maaf di depan umum, atau
pemberian benda sakral. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum adat tidak hanya memandang korban sebagai
individu, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan sosial dan kultural yang harus dipulihkan agar komunitas dapat
kembali harmonis.

Jika dibandingkan dengan hukum positif, mekanisme adat lebih fleksibel dan kontekstual. KUHP 2023
memang mengakui eksistensi hukum adat melalui Pasal 2 yang menyatakan bahwa hukum pidana yang hidup
dalam masyarakat dapat berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Namun, pengakuan
tersebut tidak diikuti dengan aturan acara pidana adat.[33] Akibatnya, praktik pemulihan korban melalui hukum
adat tidak memiliki kepastian formal di hadapan hukum negara. Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak
komunitas yang tetap menjalankan mekanisme adat karena dirasakan lebih adil bagi korban.

Dalam perspektif pluralisme hukum, keberadaan hukum adat yang memulihkan korban memperlihatkan
bahwa sistem peradilan pidana negara tidak bisa berdiri sendiri. Pluralisme hukum menekankan bahwa dalam
masyarakat majemuk, terdapat berbagai sumber otoritas hukum yang hidup berdampingan. Hukum adat adalah
salah satu sumber itu yang tetap eksis karena mampu menjawab kebutuhan riil korban yang tidak terakomodasi
oleh hukum negara. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai koreksi terhadap keterbatasan paradigma
positivistik yang cenderung mengabaikan pemulihan korban.

Dari sudut pandang teori keadilan transisional, mekanisme adat bahkan bisa dipandang sebagai model
community-based justice yang efektif. Keadilan transisional menekankan pentingnya rekonsiliasi, pengakuan
kesalahan, dan pemulihan martabat korban dalam masyarakat yang pernah mengalami pelanggaran serius. Hal ini
paralel dengan praktik adat di Indonesia, di mana proses penyelesaian perkara menekankan acknowledgment
(pengakuan kesalahan) dan restoration (pemulihan kondisi korban). Dengan cara ini, hukum adat menyediakan
ruang bagi korban untuk memperoleh pengakuan yang sering gagal diberikan oleh peradilan formal.

Hukum adat juga menghindarkan korban dari apa yang disebut secondary victimization, yaitu
penderitaan tambahan akibat prosedur hukum yang formalistik dan berbelit. Dalam mekanisme adat, korban tidak
harus menghadapi birokrasi panjang, interogasi berulang, atau keterlambatan restitusi. Sebaliknya, korban
langsung dilibatkan dalam musyawarah adat, didengar, dan dihormati. Proses ini relatif lebih cepat, murah, dan
memberikan kepuasan emosional serta kultural. Inilah yang membuat banyak korban merasa lebih memperoleh
keadilan melalui hukum adat ketimbang hukum formal.

Dalam konteks global, praktik hukum adat Indonesia sejalan dengan pengakuan internasional terhadap
indigenous justice systems. PBB melalui United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
(UNDRIP) 2007 menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara institusi hukum tradisional
mereka. Pengakuan ini penting karena mekanisme adat sering kali lebih responsif terhadap kebutuhan korban.
Studi UNODC (2021) menunjukkan bahwa di beberapa negara Pasifik dan Afrika, pengakuan terhadap
mekanisme adat telah meningkatkan kepuasan korban sekaligus memperkuat kohesi sosial. Hal yang sama dapat
berlaku di Indonesia apabila hukum adat lebih diintegrasikan ke dalam sistem nasional. Dengan seluruh
karakteristik tersebut, hukum adat memperlihatkan dirinya sebagai sistem yang menempatkan korban di pusat
penyelesaian perkara. Rekonsiliasi memberikan ruang bagi korban untuk didengar, restitusi adat memastikan
kompensasi materiil dan simbolis, sementara pemulihan martabat sosial menjamin kehormatan korban tetap
terjaga. Keseluruhan mekanisme ini membedakan hukum adat secara tajam dari hukum positif yang berorientasi
retributif. Hukum adat tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengobati luka korban dan komunitas.

Proceedings homepage: https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/issue/view/46



https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/issue/view/46

42 ISSN: 2808-103X

3. Merumuskan Customary Victimology: Integrasi Pluralisme Hukum dan Perlindungan Korban dalam
Kebijakan Pidana Nasional

Upaya merumuskan Customary Victimology sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana
Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka pluralisme hukum. Pluralisme hukum memandang bahwa dalam
satu masyarakat dapat hidup dan berlaku berbagai sistem hukum secara bersamaan, baik hukum negara, hukum
adat, maupun hukum agama. Di Indonesia, pluralisme hukum bukan sekadar kenyataan sosiologis, tetapi juga
memiliki legitimasi konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan
menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Prinsip ini memberi ruang bagi
pengembangan kerangka konseptual baru di bidang viktimologi yang tidak sekadar berpijak pada hukum formal
negara, tetapi juga pada hukum adat yang hidup dalam masyarakat.[34]

Konsep Customary Victimology dimaksudkan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh
paradigma viktimologi modern yang masih cenderung berbasis negara. Meskipun viktimologi modern telah
menekankan hak-hak korban dan memperjuangkan victim-centered justice, ia masih bergantung pada infrastruktur
hukum formal, seperti restitusi, kompensasi, dan hak partisipasi dalam proses pidana. Di Indonesia, kelemahan
infrastruktur hukum formal menjadikan hak-hak korban sering Kkali tidak terwujud secara nyata. Di sinilah
Customary Victimology berperan menawarkan pendekatan yang menggabungkan instrumen formal dengan
mekanisme adat berbasis komunitas, sehingga korban dapat memperoleh perlindungan yang lebih utuh,
kontekstual, dan sesuai dengan nilai sosial-budaya yang mereka jalani.

Landasan normatif untuk mengembangkan Customary Victimology dapat ditemukan dalam KUHP 2023.
Pasal 2 KUHP mengakui keberlakuan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945.[35] Norma ini membuka pintu bagi pengakuan praktik hukum adat yang menempatkan
korban sebagai pusat pemulihan. Namun, KUHP hanya memberi pengakuan substantif tanpa didukung instrumen
acara yang memadai. Di sinilah urgensi Customary Victimology ia dapat menjadi kerangka konseptual yang
mengarahkan penyusunan aturan acara pidana yang mengakomodasi mekanisme adat dalam memulihkan korban.
Dengan demikian, bukan hanya hukum pidana materiel yang mengakui adat, melainkan hukum acara pidana pun
harus memberi ruang bagi keterlibatan mekanisme adat sebagai bagian dari sistem keadilan.

RUU KUHAP 2025 memberi peluang untuk memasukkan kerangka Customary Victimology secara lebih
sistematis. Pasal 1 angka 41 RUU KUHAP mendefinisikan korban secara lebih komprehensif, mencakup
penderitaan fisik, psikis, dan kerugian ekonomi . Selain itu, terdapat pengaturan mengenai penyelesaian berbasis
keadilan restoratif pada Pasal 74-80. Namun, pengaturan ini masih terbatas, terutama pada perkara ringan dan
dengan prosedur administratif yang rumit. Jika Customary Victimology dimasukkan sebagai kerangka kebijakan,
penyelesaian berbasis adat dapat diakui tidak hanya untuk perkara ringan, melainkan juga untuk perkara dengan
dimensi sosial-kultural yang kuat, seperti kekerasan komunal, tindak pidana lingkungan, atau pelanggaran yang
melibatkan martabat kolektif masyarakat adat.

Customary Victimology

Modern Restorative
Victimology Justice Theory
Emphasis on victims' Crime as a violation
rights and avoiding of relationships.

secondary justice as relations-
victimization - hip restoration
\ Synthesis /
Legal
Pluralism

Customary mechanisms
parallel to state law
contextualizzed
national legal system

Gambar 1. Sintesis Konseptual Customary Victimology

Secara konseptual, customary victimology dapat diposisikan sebagai sebuah sintesis yang berakar pada
tiga kerangka teoretis utama, yaitu viktimologi modern, teori keadilan restoratif, dan pluralisme hukum. Pertama,
dari perspektif viktimologi modern, konsep ini mengadopsi penekanan yang kuat pada pengakuan hak-hak korban
serta urgensi pencegahan secondary victimization yakni penderitaan tambahan yang dialami korban akibat
perlakuan aparat atau prosedur hukum yang kaku dan tidak sensitif. Viktimologi modern memandang bahwa
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keberadaan korban dalam sistem peradilan tidak boleh direduksi menjadi sekadar alat pembuktian, melainkan
harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki kepentingan dan hak untuk memperoleh keadilan substantif, baik
berupa restitusi, kompensasi, maupun pemulihan psikososial. Kedua, dari teori keadilan restoratif, customary
victimology menyerap prinsip fundamental bahwa kejahatan bukan semata pelanggaran terhadap hukum negara,
melainkan juga pelanggaran relasi antarindividu dan komunitas. Oleh karena itu, keadilan tidak dapat dipahami
hanya dalam kerangka retributif berupa penghukuman terhadap pelaku, melainkan harus diwujudkan melalui
pemulihan hubungan sosial, rekonsiliasi, dan reintegrasi antara korban, pelaku, dan komunitas. Perspektif ini
membuka ruang bagi mekanisme pemulihan yang lebih humanis dan partisipatif, sekaligus menggeser fokus dari
“state-centered justice” menuju “community-centered justice”. Dengan demikian, korban tidak lagi ditempatkan
dalam posisi marginal, melainkan dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian konflik dan perumusan bentuk
pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketiga, dari kerangka pluralisme hukum, Customary
Victimology mengakui dan menegaskan keberadaan mekanisme hukum adat sebagai instrumen yang sah dalam
menyelesaikan perkara pidana. Pluralisme hukum memandang bahwa sistem hukum negara tidak berdiri dalam
ruang hampa, melainkan berdampingan dengan norma-norma sosial dan adat yang hidup dalam masyarakat.
Dalam konteks ini, pengakuan terhadap mekanisme adat tidak hanya menambah legitimasi sistem hukum
nasional, tetapi juga memungkinkan adanya pemulihan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.
Proses adat yang menekankan pada rekonsiliasi, restitusi sosial, dan pemulihan martabat korban dapat berjalan
paralel dengan hukum formal, sehingga memperkuat respons sistem peradilan pidana terhadap kebutuhan korban.

Dalam kerangka kebijakan pidana nasional, Customary Victimology dapat diwujudkan melalui beberapa
instrumen. Pertama, pengakuan prosedural bahwa mekanisme adat dapat dijadikan dasar penghentian perkara
pidana tertentu, sepanjang memenuhi prinsip-prinsip HAM dan persetujuan korban. Ini mirip dengan pengaturan
dalam barangay justice system di Filipina, di mana penyelesaian di tingkat komunitas diakui sah dan mengikat
secara hukum.[36] Kedua, pengaturan mengenai victim impact statement berbasis adat yang memungkinkan
korban menyampaikan penderitaan mereka tidak hanya dalam bahasa hukum formal, tetapi juga dalam simbol
dan ritual adat. Ketiga, kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan praktik adat dalam menjatuhkan putusan,
sejauh tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Perbandingan dengan Kanada memperlihatkan bagaimana mekanisme adat dapat diintegrasikan ke dalam
sistem hukum pidana nasional tanpa mereduksi otoritas negara. Melalui putusan R v. Gladue (1999), Mahkamah
Agung Kanada menafsirkan Pasal 718.2(e) Criminal Code yang mewajibkan hakim mempertimbangkan sanksi
alternatif selain pemenjaraan bagi terdakwa dari komunitas adat. Dari sinilah lahir Gladue Reports, sebuah laporan
yang disusun oleh pekerja sosial atau konsultan hukum dengan pemahaman mendalam tentang budaya dan sejarah
komunitas adat.[37] Laporan ini tidak hanya menyoroti riwayat pribadi terdakwa, tetapi juga latar belakang
struktural yang memengaruhi tindakannya, seperti dampak kolonialisme, trauma antar-generasi, kemiskinan, dan
marginalisasi sistematis. Meskipun fokus awalnya ditujukan pada terdakwa, laporan ini juga memberi ruang bagi
suara korban dan komunitas, dengan menampilkan bagaimana tindak pidana berdampak pada penderitaan kolektif
dan keseimbangan sosial budaya.[38] Dengan demikian, Gladue Reports menunjukkan bahwa hukum formal
dapat beradaptasi menjadi lebih peka terhadap nilai adat tanpa kehilangan karakter nasionalnya, karena hakim
tetap menjadi otoritas utama dalam menjatuhkan putusan. Bagi Indonesia, model ini memberikan inspirasi penting
pengakuan hukum adat dalam KUHP 2023 sebaiknya diikuti dengan mekanisme acara pidana yang
memungkinkan latar belakang kultural terdakwa maupun korban dipertimbangkan secara sah. Hal ini dapat
dilakukan melalui laporan sosial-budaya yang disusun oleh ahli antropologi atau lembaga adat, yang kemudian
dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan cara ini, hukum acara pidana Indonesia tidak
hanya menjaga otoritas negara, tetapi juga memberi ruang nyata bagi pemulihan korban dan keadilan berbasis
komunitas, sejalan dengan Pasal 18B dan Pasal 281 UUD 1945 yang mengakui dan melindungi identitas budaya
serta hak masyarakat hukum adat.

Filipina menawarkan contoh yang relevan dalam integrasi mekanisme komunitas ke dalam sistem hukum
formal, khususnya melalui writ of Kalikasan dan barangay justice system. Writ of Kalikasan, yang diperkenalkan
oleh Mahkamah Agung Filipina pada tahun 2010, memberikan akses hukum bagi komunitas untuk menuntut
perlindungan lingkungan tanpa perlu membuktikan adanya kerugian individual.[39] Sebaliknya, mekanisme ini
berfokus pada kerugian kolektif yang mengancam hak hidup, kesehatan, dan keberlanjutan ekologis masyarakat
luas. Dengan demikian, writ of Kalikasan menggeser paradigma perlindungan korban dari dimensi personal
menuju dimensi sosial-ekologis, sehingga memperkuat legitimasi korban kolektif dalam proses peradilan. Di sisi
lain, barangay justice system yang diatur dalam Katarungang Pambarangay Law memberikan otoritas kepada
unit pemerintahan lokal (barangay) untuk menyelesaikan perkara pidana ringan melalui mediasi, rekonsiliasi, dan
kompensasi. Sistem ini menekankan nilai harmoni sosial dan pemulihan, sehingga korban tidak semata
diposisikan sebagai pihak pasif, melainkan subjek yang hak-haknya dipulihkan melalui mekanisme komunitas.
Kedua model ini menunjukkan bahwa hukum formal di Filipina mampu mengakomodasi mekanisme berbasis
komunitas tanpa mengorbankan otoritas negara, sekaligus memperkuat perlindungan korban secara substantif,
baik dalam konteks ekologis maupun sosial.
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Dalam kerangka teori hukum, Customary Victimology juga dapat dipandang sebagai wujud responsive
law sebagaimana dikemukakan Philippe Nonet dan Philip Selznick. Responsive law menekankan perlunya hukum
beradaptasi dengan kebutuhan sosial dan nilai komunitas, tidak hanya menjalankan prosedur formal.[40] Dengan
memasukkan mekanisme adat dalam perlindungan korban, hukum pidana Indonesia bergerak dari hukum yang
“represif” atau “autonomous” menuju hukum yang responsif terhadap kebutuhan korban. Hal ini juga selaras
dengan semangat Pancasila yang menempatkan manusia dan martabatnya sebagai pusat keadilan.

Implementasi Customary Victimology tentu memerlukan pengaturan yang hati-hati agar tidak
menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran HAM. Oleh karena itu, integrasi mekanisme adat ke dalam hukum
nasional harus dibingkai dengan prinsip universal: penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan gender,
non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, mekanisme adat yang diakui
bukanlah praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, melainkan praktik yang memperkaya sistem
hukum nasional dengan memberikan pemulihan yang lebih bermakna bagi korban.

Dalam praktik kebijakan pidana, Customary Victimology dapat dikembangkan melalui sinergi antara
aparat penegak hukum dan lembaga adat. Polisi dan jaksa, misalnya, dapat diberi kewenangan untuk merujuk
perkara kepada mekanisme adat dengan syarat adanya persetujuan korban. Hakim juga dapat diberi kewenangan
untuk mengesahkan penyelesaian adat sebagai dasar penghentian perkara. Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) dapat diperluas fungsinya untuk memfasilitasi pemulihan berbasis adat. Dengan cara ini,
perlindungan korban menjadi agenda bersama antara hukum negara dan hukum adat, bukan domain eksklusif dari
aparat formal.

Integrasi Customary Victimology juga dapat mendukung agenda reformasi hukum pidana Indonesia
dalam menghadapi kompleksitas kejahatan kontemporer. Kejahatan lingkungan, misalnya, sering kali
menimbulkan korban kolektif berupa masyarakat adat yang kehilangan sumber daya hidup mereka. Mekanisme
pemulihan berbasis adat dapat melengkapi sanksi formal yang dijatuhkan negara, sehingga korban memperoleh
keadilan yang lebih komprehensif. Demikian juga dalam kasus kekerasan seksual, pendekatan adat yang sensitif
gender dapat memberikan ruang pemulihan psikologis dan sosial yang lebih bermakna dibandingkan proses
formal yang kerap reviktimisasi. Dengan seluruh landasan normatif, teori viktimologi, dan praktik internasional
tersebut, Customary Victimology dapat diposisikan sebagai paradigma yang memperluas horizon perlindungan
korban. Integrasi pluralisme hukum dengan kebijakan pidana nasional memberi arah baru bagi pembangunan
hukum di Indonesia, yaitu hukum yang tidak hanya mengatur tetapi juga memulihkan, tidak hanya menghukum
tetapi juga mengobati luka sosial. Dengan demikian, konsep ini menawarkan jalan untuk membangun sistem
peradilan pidana yang lebih kontekstual, humanis, dan sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia yang
majemuk.

4. SIMPULAN

Kajian mengenai perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia memperlihatkan adanya
kesenjangan mendasar antara kerangka hukum positif dan kebutuhan riil korban. Dominasi paradigma positivistik
yang diwarisi dari tradisi hukum kontinental telah menempatkan korban pada posisi subordinat, mereka lebih
sering diperlakukan sebagai instrumen pembuktian daripada sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan
menyeluruh. Arsitektur KUHAP, meskipun memberikan dasar prosedural, gagal menyediakan ruang partisipasi
dan mekanisme pemulihan psikologis, sosial, dan kultural. Situasi ini menimbulkan fenomena secondary
victimization, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat sistem hukum yang tidak sensitif terhadap
kondisi mereka. Berbeda dengan hukum positif, hukum adat Indonesia menampilkan konfigurasi yang lebih
berorientasi pada pemulihan korban. Mekanisme adat mengedepankan rekonsiliasi, restitusi, dan pemulihan
martabat sebagai inti penyelesaian perkara. Dalam berbagai komunitas adat, korban bukan hanya diakui, tetapi
dijadikan pusat dari upaya memulihkan keseimbangan sosial. Restitusi yang diberikan tidak hanya bersifat
material, melainkan juga simbolis dan kultural, sehingga lebih bermakna dalam mengembalikan harga diri korban.
Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kapasitas untuk melengkapi kekurangan hukum
formal, terutama dalam hal memperhatikan dimensi sosial dan kultural dari penderitaan korban. Integrasi antara
hukum adat dan hukum nasional melalui kerangka Customary Victimology dapat menjadi paradigma baru dalam
perlindungan korban. Konsep ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari penghukuman pelaku,
tetapi juga dari sejauh mana martabat korban dipulihkan. Landasan konstitusional untuk integrasi ini telah tersedia
melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sedangkan KUHP 2023 membuka pintu pengakuan hukum pidana adat.
RUU KUHAP juga menunjukkan potensi penguatan posisi korban, meskipun masih terbatas dalam lingkup
restoratif. Dengan memasukkan kerangka Customary Victimology, sistem hukum pidana Indonesia dapat bergerak
menuju model yang lebih pluralis, responsif, dan humanis. Perbandingan internasional memperkuat urgensi
integrasi ini. Kanada melalui Gladue Reports dan Filipina dengan barangay justice system memperlihatkan bahwa
pengakuan mekanisme adat dapat hidup berdampingan dengan hukum formal, bahkan memperkuat legitimasi dan
efektivitas perlindungan korban. Pengalaman ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum bukan ancaman bagi
otoritas negara, melainkan sarana untuk menghadirkan keadilan yang lebih substantif. Gagasan Customary
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Victimology menegaskan perlunya reposisi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Integrasi pluralisme
hukum dengan kebijakan pidana nasional dapat menghasilkan sistem yang lebih sensitif terhadap konteks sosial-
budaya, lebih inklusif terhadap kebutuhan korban, dan lebih selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Paradigma
baru ini tidak hanya menjawab kekurangan hukum formal, tetapi juga menghadirkan arah pembangunan hukum
yang berlandaskan pada nilai Pancasila, penghormatan martabat manusia, dan realitas pluralitas masyarakat
Indonesia.
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